1. Nama Unit Organisasi

2. Tugas
3. Fungsi
Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi;
Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;
Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penangnan konflik sosial di wilayah provinsi;

a.
b.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
: Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan

ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi;

€. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
No. [ Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Definisi Operasional (DO) Rumus Penghitungan (IKU) Sumber Data Penanggung Jawab
1. |Meningkatkan 1.1 Indeks Demokrasi Indeks Perhitungan dilaksanakan oleh BPS . Kemenkopolhukam Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Pendidikan Politik Indonesia (IDI) Sumatera bekerjasama dengan 1( AT Kip =X cerpurui x 100 Republik Indonesia dan Politik Provinsi Sumatera
di Masyarakat Selatan Kemenkopolhukam Uk Xideal =X terpuruk Selatan
2. |Penguatan 2.1 Indeks Kerukunan Umat Indeks Perhitungan di Lakukan oleh Pusat T 4+ K: + KS Kemenag Republik Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Ketentraman di Beragama (IKUB) Penelitian Litbang Kemenag RI KUB Provinsi T T N9 Indonesia dan Politik Provinsi Sumatera
Masyarakat secara Survey setiap 4 Kab/Kota di ‘ 3 Selatan
Setiap Provinsi
2.2 Indeks Harmoni Indonesia Indeks Perhitungan di lakukan oleh Kemendagri Republik Kepala Badan Kesatuan Bangsa

(THAI)

Kementerian Dalam Negeri atau
Dirjen Polpum secara Survey setiap
Kab/Kota di Sumatera Selatan

Hal = ¥!(ki-Xi)

Indonesia

dan Politik Provinsi Sumatera
Selatan
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